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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3),
Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3),
dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
perlu, menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



2014, No.686 2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 Tahun 2013 tentang Satndar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Strukutr
Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliah;
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13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

Pasal 1

(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB) merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan
yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur
kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal
pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

(2) Struktur Kurikulum SMALB merupakan pengorganisasian kompetensi
inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum dipandang memiliki
dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Dimensi
yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan
pembelajaran.

Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang
diberlakukan mulai tahun pelajaran 2014/2015 telah memenuhi
kedua dimensi tersebut.

2. Rasional Pengembangan Kurikulum SMALB

Kurikulum SMALB dikembangkan untuk peserta didik
berkebutuhan khusus atau berkelainan pada usia sekolah
tingkat SMALB. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan anak berkelainan adalah warga
negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial.

Atas dasar itu, pengembangan Kurikulum SMALB dilakukan
dalam rangka sebagai berikut:

a. mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk
mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab;

b. mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus untuk
memperoleh pendidikan khusus; dan

c. mengakomodasi unsur-unsur baru dalam dunia pendidikan
terutama yang terkait dengan hal sebagai berikut:

1) Perubahan ketentuan terhadap 4 (empat) unsur Standar
Nasional Pendidikan sesuai dengan perubahan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2) Perubahan 4 (empat) unsur Standar Nasional Pendidikan
yang ditetapkan dengan:

a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;

d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.

3) Perubahan kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka
Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas,
Kompetensi Dasar (KD) disesuaikan dengan kebutuhan
dan jenis ketunaan peserta didik SMALB.

4) Perubahan implementasi kurikulum yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

d. mengubah pandangan terhadap kurikulum yang selama ini
hanya sebagai daftar mata pelajaran.

3. Penyempurnaan Pola Pikir Pembelajaran

Kurikulum SMALB diarahkan sebagai penyempurnaan
beberapa pola pikir pembelajaran sebagai berikut:

1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi
pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik


